
BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan yang telah dibentuk, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut 

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan seksual 

terhadap perempuan, secara umum dapat disebabkan kenyataan-

kenyataan berikut ini: 

a. Faktor etika, moral, dan ajaran agama. 

b. Faktor pergaulan bebas. 

c. Faktor penyimpangan seksual.  

d. Faktor dominasi kaum pria serta kedewasaan moral kaum pria yang 

tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. 

e. Faktor berpakaian yang dikenakan oleh kaum perempuan. 

f. Faktor yang berasal dari perempuan, yang selalu beranggapan bahwa 

mereka lemah atau tidak berdaya tanpa kaum pria. 

Faktor-faktor di atas merupakan faktor umum yang dinilai sebagai 

penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.  Faktor 

utama terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam 

masyarakat matrilineal di suku Bajawa adalah; berubahnya pola pikir 

masyarakat tentang norma, ajaran pokok, dan aturan adat dalam 

masyarakat, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan media 
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komunikasi seperti handphone, yang mampu mengakses situs-situs porno 

oleh setiap usia. Hal ini turut  berpengaruh terhadap pergeseran nilai 

budaya dalam kehidupan masyarakat adat, sebagai implikasi dari 

memudarnya nilai kearifan lokal yang mengandung banyak nilai dan 

keadilan. Contoh konkritnya adalah tata krama dan sikap saling 

menghormati terhadap orang lain. Saat ini, budaya seperti di atas telah 

bergeser dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu selalu 

mementingkan ego masing-masing, sebagai upaya mewujudkan 

kepentingannya. Selain itu, masyarakat Ngada khususnya pihak korban 

dan keluarga korban, selalu berusaha untuk mendiamkan kasus ini dari 

konsumsi publik, karena adanya kecemasan bahwa dengan meluasnya 

kasus ini, maka aib keluarga akan diketahui oleh banyak orang. Oleh 

karena itu, untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, pihak 

keluarga korban selalu berupaya untuk mendiamkan permasalahan ini. 

Hal inilah yang berpengaruh terhadap tingginya tingakat kekerasan 

seksual terhadap perempuan, karena kurangnya pendekatan dari instansi 

terkait dalam upaya meminimalisir setiap kasus yang terjadi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat Ngada 

menggunakan hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan. 

Dalam penyelesaian kasus tersebut, masyarakat selalu mengalihkan kasus 

kepada Pengadilan Negeri, sebagai upaya mendapatkan prosedur hukum 

untuk memutuskan sanksi kepada para pelanggar hukum (pelaku 

kekerasan seksual). Penyelesaian hukum yang didasarkan pada hukum 
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adat, saat ini lebih terarah pada perkara-perkara perdata, khususnya 

dalam kaitannya dengan persengketaan tanah. Hal ini sering dilakukan 

karena dalam penyelesaian kasus tersebut, jalur damai merupakan 

prioritas dan selalu menjadi altrnatif utama untuk menyelesaikan kasus 

tersebut. Pada intinya, prioritas dalam perealisasian hukum positif, 

dilakukan karena pihak keluarga korban kekerasan seksual, ingin 

mendapatkan keadilan dari hukum yang diberlakukan terhadap pelaku 

kekerasan seksual, melalui sanksi yang diputuskan dalam Pengadilan 

Negeri. Dibandingkan dengan kasus perdata, hukum adat bisa ditgunakan 

karena masalah yang tercipta, masih bisa untuk diselesaikan dengan jalur 

kesepakatan bersama dalam wujud perdamaian yang disaksikan sendiri 

oleh hakim adat dalam peradilan adat. Tetapi, apabila kasus ini 

menimbulkan peperangan (tindak pidana), maka hakim adat dan 

masyarakat akan meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwenang 

yakni Kepolisian dan Pengadilan Negeri. 

B. SARAN 

Untuk mengindari terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan, maka yang harus dilakukan adalah : 

1. Menggali kembali nilai-nilai budaya atau tradisi yang terkandung di 

dalam ajaran pokok dan kearifan lokal masyarakat. Hal ini dinilai perlu 

karena apabila kebijakan ini diambil dan ketaatan terhadap aturan 

tersebut diwajibkan kepada segenap masyarakat adat, maka kesejahteraan 

kaum perempuan seperti dulu akan tercipta. Peran yang diandalkan 
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dalam perealisasian kebijakan ini adalah Kelurahan dan Lembaga 

Peradilan Adat, yang pada dasarnya lebih memahami tentang ajaran 

pokok dan kearifan lokal yang telah diturunkan dari nenek moyang. 

2. Selalu berusaha untuk mengadakan pendekatan secara intern oleh 

Instansi yang terkait, kepada setiap korba maupun pihak keluarga korban, 

agar sebab dan akibat dari kasus tersebut dapat dicari solusi sebagai 

upaya memerangi terjadinya kasus kekerasan seksua yang mungkin akan 

terjadi lagi.  

3.  Kegiatan positif seperti sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat 

dan ketentuan pidana terhadap para pelaku kekerasan seksual, harus tetap 

dijalankan. Hal ini dinilai penting, agar masyarakat khususnya kaum 

perempuan bisa menyadari tentang eksistensi pemerintahan setempat 

terhadap perlindungan yang diberikan atas diri mereka. Sehngga, kasus 

yang akan terjadi nanti tidak diselimuti kecemasan untuk dilaporkan, 

khsusnya dari pihak korban itu sendiri. 

4. Berhubung yang menjadi tempat kejadian peristiwa perkosaan adalah 

hutan, tempat-tempat yang sepi, bangunan yang tidak terpakai, dan yang 

selalu dimanfaatkan oleh para pelaku (sebagian besar adalah ojek), maka 

akan diupayakan penertiban ojek berupa pemberian jaket ojek serta, 

pencatatan nomor identitas. Cara lain yang bisa ditempuh adalah, 

pemanfaatan yang lebih optimal bagi taksi (bemo), yang tentunya 

memiliki daya tampung penumpang yang lebih. Hal ini dinilai penting, 

karena dengan adanya banyak penumpang, akan adanya kecemasan bagi 
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pelaku untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama 

dalam usaha pemanfaatan lokasi yang ideal (sepi). 

5. Constituendum  proses penyelesaian hukum adat suku Bajawa yang lebih 

mengedepankan musyawarah atau kesepakatan bersama menjadi salah 

satu hukum yang harus diwujudkan. Hal ini penting karena musyawarah 

merupakan jati diri bangsa Indonesia yang telah terkenal di dunia luar, 

dan hukum adat merupakan sarana pencegahan terjadinya kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh sebab itu, harus dijunjung 

tinggi salah satu nilai kearifan lokal bangsa ini. 
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